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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa 

permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, sebagai berikut: 

1. Kepastian hukum mengenai izin usaha pertambangan ini diberikan oleh 

pemerintah provinsi menurut ketentuan Pasal 14 UU Pemda. Berbeda 

dengan ketentuan Pasal 37 UU Minerba yang menjelaskan bahwa izin 

usaha pertambangan yang dalam WIUP kabupaten menjadi 

tanggungjawab bupati sepenuhnya. Munculnya UU Pemda ini membuat 

semangat otonomi daerah menjadi sangat terbatasi. Meskipun sudah 

dijelaskan mengenai urusan pemerintahan absolut dan konkuren ini tidak 

menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan penerbitan izin ini. 

Dengan adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke 

pemerintah provinsi justru menjadikan kurangnya pengawasan yang akan 

dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun apabila penerbitan izin 

dikembalikan kepada pemerintah kabupaten justru itu akan lebih efektif 

mengingat bupati lebih tahu kondisi kawasan yang akan ditambang 

nantinya. 

2. Penerapan prosedur perizinan kawasan karst di kabupaten Bandung barat 

seharusnya sesuai dengan apa yang ada didalam ketentuan UU Minerba 

yang di atur lebih lanjut dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
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Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin usaha yang 

didapatkan oleh PT. BWPS (Batu Wangi Putra Sejahtera) sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 yang diterbitkan oleh pemerintah 

provinsi. Prosedur dan tata cara izin usaha pertambangan tidak diatur 

dalam UU Pemda dan masih mengacu kepada UU Minerba. Hal seperti 

ini yang justru membuat bingung para pelaku dalam usaha bisnis 

pertambangan karena rumitnya membuat izin usaha pertambangan.  

 

B. Saran  

1. Pemerintah harus segera merevisi UU Minerba dengan tujuan untuk 

mempermudah proses perzinan yang sudah ada. Apabila kita mengacu 

kepada Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 itu memperumit alur 

perizinan karena pada prinsipnya dengan adanya otonomi daerah ini untuk 

mempermudah proses perizinan yang semula ada di pemerintah pusat 

menjadi terbagi kepada pemerintah povinsi atau pemerintah 

kabupaten/kota. Otonomi Daerah mengenai Izin Usaha Pertambangan 

harus sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 18 UUD ‘45 yaitu 

dengan memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk 

melaksanakan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak adanya 

lembaga yang bisa melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-

undang membuat ketentuan-ketentuan seperti ini justru akan membuat 
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sistem perizinan menjadi lebih rumit lagi karena pada dasarnya aturan ini 

hanya dijadikan sebagai produk politik saja. 

2. Penerapan prosedur izin usaha pertambangan ini harus sesuai dan berjalan 

secara sitematis. Seyogyanya ketika izin usaha pertambangan ini 

dilakukan didaerah kabupaten maka diterbitkannya pun oleh pemerintah 

kabupaten dan tidak menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menjadi 

percuma ketika izin saat ini diterbitkan oleh pemerintah provinsi tapi 

pemerintah provinsi masih membutuhkan bantuan dari pemerintah 

kabupaten untuk merekomendasikan penerbitan izin tersebut. Pemerintah 

harus mengambil langkah cepat dalam hal ini karena apabila tidak justru 

permasalahan seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak 

bertanggungjawab. Ketentuan yang didalam Pasal 14 Poin 1 UU Pemda 

ini justru malah membatasi kebebasan mengurus daerah sendiri sesuai 

dengan prinsip otonomi daerah. Apabila masih seperti ini justru yang 

dirugikan adalah pemerintah kabupaten dan yang mendapatkan imbas dari 

pertambangannya pemerintah kabupaten. 
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